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ABSTRAK

Tri Hidayati, NIM.190311020055: “Telaah Hukum Kelembagaan Penjualan
Langsung Berjenjang Syariah dalam Hukum Perdagangan
Nasional.” Pembimbing I: Prof. Hj. Masyithah Umar, M.Hum., dan
Pembimbing II: Prof. H. Fathurrahman Azhari, MHI. Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: PLBS, Perseroan Terbatas Syariah, Konstruksi Hukum, Hukum
Perdagangan.

Hukum perdagangan di Indonesia tidak mengakomodir kelembagaan
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Legitimasi PLBS hanya melalui
sertifikasi DSN MUI berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, namun status badan hukumnya bukan perseroan Syariah.
Ketidakpastian hukum kelembagaan PLBS ini dapat berimplikasi terhadap lemahnya
kelembagaan PLBS di Indonesia.

Disertasi ini bertujuan untuk menemukan: 1). Responsifitas hukum dan
problematika sistem perizinan dan pengawasan usaha PLBS pada regulasi
perdagangan nasional terkait dengan otoritas DSN MUI 2). Model pengaturan sistem
perizinan dan pengawasan PLBS yang ideal dari negara lain dan lembaga keuangan
Syariah di Indonesia. 3) Konstruksi hukum perizinan dan pengawasan perdagangan
nasional yang idel untuk kepastian hukum kelembagaan PLBS.

Penelitian ini menggunakan kombinasi jenis penelitian hukum normatif yang
menggunakan data sekunder (bahan-bahan hukum) dan penelitian hukum empiris
menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, perbandingan,
profetik, dan sosio-legal. Analisis data menggunakan teknik analisis isi dan analisis
tematik, dan hasil analisis menjadi bahan dalam melakukan konstruksi hukum
melalui metode interpretasi dan analogi.

Temuan penelitian ini adalah: Pertama, responsifitas hukum perdagangan
nasional terhadap PLBS tidak menyeluruh atau parsial (hukum responsif parsial).
Konfigurasi politik dan hukumnya menunjukkan tidak responsif, tetapi substansi UU
Perdagangan telah sesuai sebagian dengan fatwa PLBS kecuali perihal larangan riba
dan maksiat, serta kewajiban produk halal. Problematikanya adalah disintegrasi
antara otoritas DSN MUI dalam sertifikasi dan pengawasan perusahaan PLBS
dengan otoritas Kementerian Perdagangan dalam sistem perizinan dan pengawasan
usaha PLB. Ini menyebabkan tiga masalah: Status Perseroan PLBS masih
konvensional karena tidak ada perubahan anggaran dasar perseroan dalam proses
sertifikasi, DSN MUI sebagai mitra non formal Kementerian Perdagangan sehingga
peran DSN MUI tidak berimplikasi hukum terhadap legalitas dan pengawasan
perseroan PLBS, dan keterbatasan DPS dalam mengawasi aspek-aspek yang
dipersyaratkan dalam Fatwa PLBS. Kedua, Negara lain seperti Singapura dan
Malaysia tidak memiliki regulasi khusus PLBS, namun memiliki Garis Panduan
PLBS yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang masing-masing ditetapkan
oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
(JAKIM) sebagai lembaga resmi negara. Sementara otoritas DSN MUI perlu
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diperkuat melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diterapkan pada
sektor keuangan Syariah. Hukum Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah
menerapkan sistem perizinan dan pengawasan yang berpola integratif-kemitraan,
sehingga dapat memastikan pembedaan antara usaha konvensional dengan yang
berbasis Syariah dan memperkuat sistem pengawasannya. Model integratif
kemitraan ini dapat menjadi role model dalam pengaturan sistem perizinan dan
pengawasan PLBS di Indonesia. Ketiga, Tawaran konstruksi hukum kelembagaan
PLBS dalam hukum nasional berlandaskan pertimbangan filosofis, yuridis,
sosiologis, ekonomi, dan politik hukum dalam kerangka mashlahah dengan tujuan
memelihara agama (hifz al din), jiwa (hifz al Nafs) dan harta (hifz al mal). Konstruksi
hukum dilakukan melalui pendekatan substantif dan penormaan konsep integrasi-
kemitraan otoritas Kementerian Perdagangan dan DSN MUI dalam sistem perizinan
dan pengawasan PLBS ke dalam perubahan PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan untuk mewujudkan kepastian hukum kelembagaan PLBS di Indonesia.
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ABSTRACT

Tri Hidayati, Student ID Number 190311020055: " A Study of Institutional Law of
Sharia Tiered-Direct Selling in National Trade Law ." Advisor I:
Prof. Hj. Masyithah Umar, M.Hum., and Supervisor Il: Prof. H.
Fathurrahman Azhari, MHI. Postgraduate of UIN Antasari
Banjarmasin, 2023.

Keywords: Sharia Tiered-Direct Selling, Sharia Limited Liability Company, Legal
Construction, Trade Law.

Trade law in Indonesia does not accommodate the institution of Sharia
Tiered-Direct Selling. Sharia tiered-direct selling legitimacy is only through DSN
MUI certification based on Article 109 of Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies, but the legal entity status is not a Sharia company. The
legal uncertainty of the sharia tiered-direct selling institution can have implications
for the weakness of the sharia tiered-direct selling institution in Indonesia.

This dissertation aims to find: 1). Legal responsiveness and problems with the
licensing system and supervision of sharia tiered direct selling businesses on
national trade regulations related to the DSN MUI authority 2). An ideal sharia
tiered direct selling licensing and supervision system regulatory model from other
countries and Islamic financial institutions in Indonesia. 3) Construction of ideal
national trade licensing and supervision law for legal certainty of sharia tiered
direct selling institutions.

This study combined normative legal research using secondary data (legal
materials) and empirical legal research with primary data (interviews and
documentation). The approaches used in this study are statutory, conceptual,
historical, comparative, prophetic, and socio-legal. The techniques of content
analysis and thematic analysis are used in data analysis, and the results of the
analysis become material in carrying out legal constructions through interpretation
and analogy procedures.

The findings of this study are: First, the responsiveness of national trade law to
sharia tiered-direct selling is neither comprehensive nor partial (partial responsive
law). The political and legal configuration shows that it is unresponsive, but the
substance of the Trade Law is partly in accordance with The Sharia Tiered-Direct
Selling Fatwa, except for the prohibition of usury and immorality, as well as the
obligation to purchase halal products. The problem is the disintegration between the
authority of the DSN MUI in the certification and supervision of sharia-tiered direct
selling companies and the authority of the Ministry of Trade in the licensing system
and the supervision of tiered-direct selling businesses. This causes three problems:
The status of the sharia tiered-direct selling company is still conventional because
there are no changes to the company's articles of association in the certification
process. DSN MUI is an unofficial partner of the Ministry of Trade, so the role of
DSN MUI does not have legal implications for the legality and supervision of Sharia
MLM companies, and the Sharia Supervisory Board is responsible for supervising
the aspects required in The Sharia Tiered-Direct Selling Fatwa. Second, other
nations like Singapore and Malaysia have legally binding sharia tiered direct selling



guidelines instead of specific sharia-tiered direct selling laws, as set forth by the
Majlis Ugama Islam Singapore (MUIS) and the Department of Islamic Development
Malaysia (JAKIM), respectively, as official state institutions. Meanwhile, the
authority of the DSN MUI needs to be strengthened through statutory regulations,
as has been applied to the Islamic financial sector. Sharia Banking and Sharia
Insurance Law implement a licensing and supervision system with an integrative
partnership pattern to ensure the distinction between conventional and Sharia-based
businesses and strengthen the supervisory system. This integrative partnership
model can become a role model in managing Indonesia's sharia-tiered direct selling
licensing and supervision system. Third, the institutional legal construction of sharia
tiered-direct selling in national law is based on philosophical, juridical,
sociological, economic, and legal political considerations within the framework of
mashlahah with the aim of preserving religion (hifz al din), soul (hifz al Nafs) and
property (hifz al mal). The legal construction is carried out through a substantive
approach and standardizing the concept of integration-partnership with the
authority of the Ministry of Trade and DSN MUI in the sharia-tiered direct selling
licensing and supervision system in the amendment to PP 29/2021 concerning the
Implementation of Trade to create legal certainty for sharia-tiered direct selling
institutions in Indonesia.
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1 | A 16. L Th

2 - B 17. L Zh

3. O T 18. & '

4 & Ts 19. ¢ Gh
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15. a Dh

B. Vokal Pendek
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

[ a Fathah
o} i Kasrah
& u Dhammah
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C. Vokal Panjang
Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda VVokal Arab Tanda VVokal Latin Keterangan
G a a dengan topi di atas
= i i dengan topi di atas
}3 Q u dengan topi di atas

D. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah
maupun huruf gamariah. Contoh: al-rijal bukan ar-rijal, al-diwan bukan ad-
diwan.

E. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda (- - ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf,
yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi,
hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak
setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata
(3S»=ll ) tidak ditulis ad-dharGrah melainkan al-dhariirah, demikian
seterusnya.

F. Ta MarbGthah

Jika huruf ta marb(thah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka

huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (contoh Nomor 1). Hal yang

sama juga berlaku jika ta marb(thah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t)
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(lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbdthah tersebut diikuti kata benda

(ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No. Kata Arab Alih Aksara
1 a3 b Tharigah
2 MLY\:&M\A\ Al-Jami’ah al-Islamiyyah
3 s33-gfliss Wahdah al-Wujdd

G. Penulisan Kata
Setiap kata, baik kata kerja (fi /), kata benda (ism), maupun huruf
(harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara

atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab Alih Aksara
Sesdl Css Dzahaba al-ustadzu
mmwimw Al-Jami’ah al-Islamiyyah
gj;.éj\o_)o.j Wahdah al-Wujad
el S Hub al-istithla’
&Ll i Man salaka tharigan
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